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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 885/Pdt.G/2024/PA.Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama  Palu  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara

tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan

putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK : xxxxxx, tempat tanggal lahir, Palu, 04 April 1996/28 tahun,

agama  Islam,  pendidikan  SLTA,  pekerjaan  honorer  di  xxxxx

Provinsi Sulawesi Tengah, tempat kediaman di Jalan xxxxxxx,

Kecamatan  Tatanga,  xxxx  xxxx,  email  :

indriana.pu3  @gmail.com  , sebagai Penggugat ;

melawan

Tergugat,  NIK :  xxxxxx, tempat  tanggal  lahir,  Palu,  08  Oktober  1994/30

tahun,  agama  Islam,  pendidikan  S1  (Sarjana  Kesehatan

Masyarakat), pekerjaan honorer di xxxxx , tempat kediaman di

Jalan  Kedondong  II  No.  10,  xxxxxxxxx  xxxxxxxx  xxxx,

Kecamatan Ulujadi, xxxx xxxx, xxxxxxx, sebagai Tergugat ; 

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat; 

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24

Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada

tanggal  25  Oktober  2024  dengan  register  perkara  Nomor

885/Pdt.G/2024/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1.  Bahwa  Penggugat  telah  melangsungkan  pernikahan

dengan Tergugat pada tanggal 23 November 2019 di hadapan Pegawai

Pencatat  Nikah Kantor  Urusan Agama Kecamatan xxxxx,  Kabupaten
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Sigi,  Provinsi  Sulawesi  Tengah  berdasarkan  Kutipan  Akta  Nikah

Nomor : 0208/021/XI/2019 tanggal 25 November 2019 ;

1.  Bahwa  setelah  menikah,  Penggugat  dan  Tergugat

bertempat  tinggal  bersama  di  rumah  orang  tua  Penggugat  di  xxxxx

selama kurang lebih  4 tahun,  lalu  pindah ke rumah bibi  Tergugat  di

xxxxx  selama kurang lebih  9 bulan,  sekarang telah  berpisah tempat

tinggal ;

2.  Bahwa  dari  pernikahan  tersebut  telah  hidup

sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai  1 (satu) orang

anak, bernama : Anak   (laki-laki),  NIK : xxxxxx, tempat tanggal lahir,

Palu,  05 September 2020/4 tahun 1 bulan, sekarang berada dibawah

pengasuhan Penggugat ;

3.   Bahwa  kehidupan  rumah  tangga  Penggugat  dan

Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara

terus menerus sejak awal tahun 2022 ;

4.  Bahwa  sebab-sebab  terjadinya  perselisihan  dan

pertengkaran tersebut adalah karena :

4.1.  Tergugat  tidak  memenuhi  kebutuhan  rumah

tangga dan keperluan Penggugat ;

4.2.  Tergugat  sering  berbohong  kepada  Penggugat

dan hal tersebut sebenarnya telah terjadi sejak awal pernikahan ;

4.3.  Tergugat  egois,  tidak  bisa  di  ajak  bertukar

pendapat dan tidak mau menerima saran Penggugat ;

4.4.  Sejak  awal  tahun  2024,  Tergugat  tidak

memberikan nafkah lahir \dan batin kepada Penggugat ;

5.  Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat

dan Tergugat memuncak terjadi pada tanggal 12 Oktober 2024, dimana

saat  itu  Penggugat  dan  Tergugat  yang saat  itu  tinggal  di  rumah bibi

Tergugat dan Tergugat awalnya mengatakan kepada Penggugat kalau

rumah tersebut dikontrak. Namun ternyata Tergugat berbohong kepada

Penggugat, dimana saat Penggugat menanyakan hal tersebut kepada
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bibi Tergugat dan dikatakan kalau rumah tersebut tidak dikontrak oleh

Tergugat.  Penggugat  selalu  mengajak  Tergugat  untuk  mengambil

rumah sendiri namun Tergugat selalu beralasan Penggugat yang terlalu

banyak  menuntut.  Sehingga  karena  masalah  tersebut  Penggugat

kemudian pergi meninggalkan rumah ; 

6.  Bahwa  akibat  dari  perselisihan  dan  pertengkaran

tersebut,  akhirnya  Penggugat  dan  Tergugat  berpisah  rumah  sejak

tanggal 12 Oktober 2024 sampai saat ini kurang lebih 1 minggu 4 hari

lamanya dimana Penggugat yang pergi meninggalkan rumah ;

7.  Bahwa  dengan  sebab-sebab  tersebut  diatas,  maka

Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak

dapat  dipertahankan lagi.  Maka Penggugat  berkesimpulan lebih baik

bercerai  dengan Tergugat ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada

Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai

berikut :

PRIMER :

1.  Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;

2.  Menjatuhkan  talak  satu  bain  shugra  Tergugat  (xxxxx)

kepada Penggugat (xxxxxx) ;

3.  Membebankan biaya perkara ini menurut ketentuan yang

berlaku ;

SUBSIDER :

    Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

(ex aequo et bono ;

Bahwa pada hari-hari  sidang yang telah ditetapkan Penggugat  dan

Tergugat telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan  Penggugat dan  Tergugat

untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Dra. Hj. St.

Sabiha, M.H.) tanggal 11 November 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;
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Bahwa  Penggugat  telah  mendaftarkan  perkaranya  melalui  e-court

sebagai  pengguna  lain,  atas  perintah  ketua  mejelis  menyerahkan  surat

gugatan asli Penggugat dan mejelis telah meneliti dan mencocokkan dengan

dokumen  yang  telah  diunggah  Penggugat  pada  Sistem  Informasi

Pengadilan (aplikasi e-court), ternyata sesuai;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha

menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan

Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa  Tergugat  setelah  mediasi  tidak  pernah  hadir  lagi  meskipun

dipersidangan telah diberitahu dan telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa  selanjutnya  diperiksa  pokok  perkara  dalam  sidang  tertutup

untuk  umum dengan  terlebih  dahulu  dibacakan surat  gugatan Penggugat

yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa  untuk  menguatkan  dalil-dalil  gugatannya,  Penggugat  telah

mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A.  Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA xxxxx Kabupaten Sigi Provinsi

Sulawesi Tengah, Nomor xxxxx Tanggal 25 November 2019. Bukti surat

tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya

yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti

(P). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B.  Saksi

Saksi  1,  SAKSI  1,  umur  39  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  SLTA,

pekerjaan xxxxxxx xx  xxxx  xxxxx xxxxx xxxxxxx,  bertempat  tinggal  di

KOTA PALU,  di  bawah  sumpah  memberikan  keterangan  yang  pada

pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa  saksi  kenal  dengan  Penggugat  dan  Tergugat  karena  saksi

adalah sepupu satu kali dengan Tergugat; 

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri; 
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- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di

rumah  orang  tua  Penggugat,  kemudian  pindah  di  rumah  bibinya

Tergugat; 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak; 

- Bahwa  kehidupan  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  pada

awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga

mereka  tidak  harmonis  lagi  karena  sering  terjadi  perselisihan  dan

pertengkaran yang terus menerus; 

- Bahwa perselisihandan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi

sejak lahir anaknya; 

- Bahwa  penyebab  perselisihan  dan  pertengkaran  Penggugat  dan

Tergugat  karena  masalah  nafkah  yang  tidak  mencukupi  untuk

kebutuhan seharai-hari, dan Tergugat juga sering berbohong kepada

Penggugat terkait ia meminjam uang kepada orang lain; 

- Bahwa saksi mengetahui karena saksi diberitahu Penggugat, tentang

persitiwa  perselisihan  dan  pertengkaran  Penggugat  dan  Tergugat

tersebut; 

- Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  pisah  tempat  tinggal  sejak

Oktober 2024 sampai sekarang sudah berjalan 2 (dua) minggu; 

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat ; 

- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat

juga kembali ke rumah orang tuanya; 

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah

lagi berkomunikasi ; 

- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah

lagi  memberi  nafkah  untuk  Penggugat,  dan  Tergugat  sudah  tidak

memperdulikan Penggugat lagi; 

- Bahwa pernah diusahakan untuk rukun, namun tidak berhasil karena

Penggugat tidak mau rukun lagi; 
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Saksi  2,  SAKSI  2,  umur  22  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  SLTA,

pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PALU, di bawah sumpah

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa  saksi  kenal  dengan  Penggugat  dan  Tergugat  karena  saksi

adalah Sepupu dua kali dengan Tergugat; 

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri; 

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di

rumah  orang  tua  Penggugat,  kemudian  pindah  di  rumah  bibinya

Tergugat; 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak; 

- Bahwa  kehidupan  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  pada

awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga

mereka  tidak  harmonis  lagi  karena  sering  terjadi  perselisihan  dan

pertengkaran yang terus menerus; 

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi

sejak lahir anaknya; 

- Bahwa  penyebab  perselisihan  dan  pertengkaran  Penggugat  dan

Tergugat  karena  masalah  nafkah  yang  tidak  mencukupi  untuk

kebutuhan seharai-hari, dan Tergugat juga sering berbohong kepada

Penggugat terkait ia meminjam uang kepada orang lain; 

- Bahwa saksi mengetahui karena saksi diberitahu Penggugat, tentang

persitiwa  perselisihan  dan  pertengkaran  Penggugat  dan  Tergugat

tersebut; 

- Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  pisah  tempat  tinggal  sejak

Oktober 2024 sampai sekarang sudah berjalan 2 (dua) minggu; 

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat ; 

- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat

juga kembali ke rumah orang tuanya; 

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah

lagi berkomunikasi ; 
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- Bahwa selamapisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah

lagi  memberi  nafkah  untuk  Penggugat,  dan  Tergugat  sudah  tidak

memperdulikan Penggugat lagi; 

- Bahwa pernah diusahakan untuk rukun, namun tidak berhasil karena

Penggugat tidak mau rukun lagi; 

Bahwa  atas  keterangan  2  orang  saksi  tersebut,  Penggugat

menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak dapat

didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya  Penggugat  menyatakan  tetap  pada  gugatannya

dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa  untuk  mempersingkat  uraian  putusan  ini,  ditunjuk  segala

sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai

bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa maksud dan tujuan  gugatan Penggugat  adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan

untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam

proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian

tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82

ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang

Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal  154 ayat (1) Rbg dan Pasal  2 Peraturan

Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  01  Tahun  2008  yang  telah

diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang

Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  upaya  perdamaian  tidak  berhasil,

maka  diperiksa  pokok  perkara  dalam  sidang  tertutup  untuk  umum,  hal

tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
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Menimbang,  bahwa  alasan  pokok  Penggugat  mengajukan  gugatan

cerai sebagiamana dalam gugatan Penggugat;

Menimbang,  bahwa  atas  gugatan  tersebut,  Tergugat  tidak  dapat

didengarkan tanggapannya karena setelah  mediasi  Tergugat  tidak  pernah

hadir dipersidangan meskipun telah diberitahukan dalam sidang serta telah

dipanggil secara resmi dan patut, sehingga dianggap mengakui semua dalil-

dalil gugatan Penggugat;

Menimbang,  bahwa  Penggugat telah  mengajukan  bukti  P  berupa

fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang

sebagai  akta autentik,  bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan

sesuai  dengan  aslinya,  maka  bukti  surat  tersebut  telah  memenuhi  syarat

formil,  isi  bukti  tersebut  menerangkan  bahwa  Penggugat telah  menikah

dengan  Tergugat pada  tanggal  23  November  2019,  relevan  dengan  dalil

yang hendak dibuktikan oleh  Penggugat,  sehingga telah memenuhi syarat

materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian

yang sempurna dan mengikat;

 Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa  Penggugat

dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 23 November

2019, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang,  bahwa  Penggugat juga  telah  mengajukan  saksi-saksi

yaitu:  Saksi  1  dan  SAKSI  2,  keduanya  telah  memberikan  keterangan

sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang

memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang,

isi  keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri

oleh  para  saksi  dan  keterangan  kedua  saksi  secara  materil  saling

bersesuaian  satu  sama  lain  dan  relevan  dengan  dalil-dalil  yang  hendak

dibuktikan oleh  Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian

para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil

dan  materil  sehingga  keterangan  kedua  saksi  tersebut  memiliki  kekuatan

pembuktian yang dapat diterima;
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Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis

dan  keterangan  para  saksi,  Majelis  Hakim  telah  menemukan  fakta-fakta

hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;

 Bahwa  Penggugat  dengan  Tergugat  pernah  hidup  rukun  dan  telah

dikaruniai 1  (satu) orang anak;

 Bahwa  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat   mulai  tidak  rukun

sejak lahir anaknya karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

 Bahwa  penyebab  Penggugat  dan  Tergugat  sering  berselisih  dan

bertengkar karena masalah nafkah yang tidak mencukupi untuk kebutuhan

seharai-hari,  dan  Tergugat  juga  sering  berbohong  kepada  Penggugat

terkait ia meminjam uang kepada orang lain;

 Bahwa sejak bulan Oktober 2024 antara Penggugat dengan Tergugat

telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berjalan 2 Minggu;

 Bahwa  selama  berpisah  tempat  tinggal  antara  Penggugat  dan

Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi dan Tergugat tidak memberikan

nafkah kepada Penggugat;

 Bahwa  Penggugat  telah  berketetapan  hati  untuk  bercerai  dengan

Tergugat;

Menimbang,  bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut  di  atas,  terbukti

dipersidangan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun karena

sering  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  disebabkan  masalah  nafkah

yang tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari, dan Tergugat juga sering

berbohong kepada Penggugat terkait ia meminjam uang kepada orang lain

dan keduanya telah berpisah tempat tinggal baru sekitar 2 Minggu;

Menimbang,  bahwa  menurut  SEMA  No.  3  Tahun  2023  tentang

Pemberlakuan Rumusan Hasil  Rapat  Pleno Kamar Mahkamah Agung  RI

tahun  2023  sebagai  Pedoman  Pelaksaan  Tugas  bagi Pengadilan pada

huruf C angka 1 yang berbunyi “menyempurnakan rumusan hukum kamar

agama angka 1 huruf b poin 2 dalam Sema Nomor 1 Tahun 2022 yaitu “

Perkara  perceraian  dengan  alasan  perselisihan  dan  pertengkaran  terus
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menerus dapat  dikabulkan jika terbukti  suami  istri  terjadi  perselisihan dan

pertengkaran  terus  menerus  atau  telah  berpisah  tempat  tinggal  paling

singkat  6  (enam)  bulan”,   sehingga  berbunyi  sebagai  berikut  :  “  Perkara

perceraian  dengan  alasan  perselisihan  dan  pertengkaran  terus  menerus

dapat  dikabulkan  jika  terbukti  suami  istri  terjadi  perselisihan  dan

pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi

dalam  rumah  tangga  diikuti  dengan  telah  berpisah  tempat  tinggal  paling

singkat  6  (enam)  bulan  kecuali  ditemukan  fakta  hukum  adanya

Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Perma  Nomor  3 Tahun

2023  tersebut   dapat  dipahami  bahwa  permohonan  perceraian  dengan

alasan  perselisihan  dan  pertengkaran  terus  menerus  dapat  dikabulkan

apabila  terbukti  suami  istri  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  terus

menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga

diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan

kecuali ditemukan fakta hukum adanya para pihak melakukan KDRT ;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  hukum  dipersidangan  benar

antara  Penggugat  dengan  Tergugat  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran

dan  tidak  ada  harapan  untuk  rukun  lagi  karena  Penggugat  telah

berketetapan  hati  bercerai  dengan  Tergugat,  namun  belum  diikuti  telah

berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan dan faktanya antara

Penggugat  dengan  Tergugat  telah  pisah  tempat  tinggal  baru  berjalan  2

Minggu  dan  tidak  adanya  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  (KDRT),

sehingga menurut majelis hakim alasan Penggugat mengajukan perceraian

masih premature belum saatnya diajukan karena belum dikuti pisah tempat

tinggal paling singkat 6 (enam) maupun adanya kekerasan rumah tangga,

oleh karena itu menurut mejelis hakim gugatan Penggugat dinyatakan tidak

dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  perkara  ini  termasuk  bidang

perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
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Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang

Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1.  Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

2.   Membebankan  biaya  perkara  kepada  Penggugat

sejumlah            Rp 201.000,00 (dua ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis  Hakim Pengadilan

Agama Palu pada hari Senin tanggal 18 November 2024 Masehi bertepatan

dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh Mohamad Arif, S.Ag., M.H.

sebagai Ketua Majelis,  Ulfah, S.Ag., M.H. dan Hj. Musrifah, S.H.I., masing-

masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu

juga dalam sidang terbuka untuk  umum oleh Ketua Majelis  beserta  para

Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Shiyamus Shidqi, S.HI., M.H.

sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya

Tergugat.

Hakim Anggota 

ttd

Ulfah, S.Ag., M.H.

ttd

Hj. Musrifah, S.H.I.

Ketua Majelis,

ttd

Mohamad Arif, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Shiyamus Shidqi, S.HI., M.H.
Perincian biaya :

1. PNBP
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a.   Pendaftaran

b.   Panggilan Pertama P dan T

c.   Redaksi

2.   Biaya Proses

3.   Panggilan

4.   Meterai

Jumlah

:

:

:

:

:

:

:

Rp 30.000,00

Rp 20.000,00

Rp 10.000,00

Rp 75.000,00

Rp 56.000,00

Rp 10.000,00

Rp201.000,00

(dua ratus satu ribu rupiah)

Salinan Sesuai Aslinya  

Pengadilan Agama Palu

Panitera

ttd

Usman Abu, S.Ag., M.H.
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